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WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 7S TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

DINAS PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 87), perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pangan.

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan’ Peraturan - Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil ‘Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan lembaran negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036);



" PDF

Eraser Free S
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS PANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Daerah adalah Kota Padang.
Walikota adalah Walikota Padang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
Dinas Pangan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pangan Kota

. Padang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Kota Padang.
Sekretariat adalah Sekretariat pada dinas.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada dinas.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada dinas.

. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada dinas.
.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Lumbung pangan/Lembaga lumbung pangan adalah lembaga milik
masyarakat desa yang bergerak di bidang penyimpanan, pendistribusian,
pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dibentuk dan dikelola
oleh masyarakat;

Ketersediaan pangan adalah jumlah pangan yang tersedia di suatu wilayah
yang dapat dikonsumsi oleh penduduk. Ketersediaan pangan dapat
diwujudkan melalui produksi daerah, pangan yang didatangkan dari luar
daerah dan cadangan pangan;

Kewaspadaan pangan adalah kesiapan secara terus menerus untuk
mengamati, mengenali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya
masalahan kerawanan pangan;

Distribusi pangan adalah proses penyebaran, pembagian, penempatan,
sejumlah bahan pangan dari produsen sampai ke konsumen. Informasi
yang dibutuhkan adalah arus komoditi pangan dan harga bahan pangan;
Pola konsumsi pangan adalah komposisi pangan yang dikonsumsi oleh
penduduk di suatu daerah berdasarkan konstribusi energi dari masing-
masing kelompok pangan.

Kerawanan pangan adalah situasi daerah, masyarakat atau rumah
tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup

untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan
kesehatan sebagian besar masyarakat.
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18.

(1)
(2)

(1)

(2)

()

(2)

Keamanan pangan adalah Jamman bahwa pangan tidak akan
menyebabkan bahaya kepada konsumen bila disiapkan atau dimakan
sesuai maksud penggunaannya. Pangan menjadi tidak aman untuk

dikonsumsi karena disebabkan bahaya biologis, bahaya kimia dan bahaya
fisik.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan organisasi dinas, terdiri atas :
a. kepala dinas;
b. sekretariat, terdiri dari :
1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan.
c. bidang ketersediaan dan distribusi pangan, terdiri dari :
1. seksi ketersediaan pangan;
2. seksi distribusi pangan;
3. seksi kerawanan pangan.
d. bidang konsumsi dan keamanan pangan, terdiri dari :
1. seksi penganekaragaman konsumsi pangan;
2. seksi konsumsi pangan;
3. seksi keamanan pangan.
e. unit pelaksana teknis dinas; dan
f. kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB III
- TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4
Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan

pemerintahan bidang pangan dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang pangan;



| PDF E{aser Free .

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

pelaksanaan kebijakan bidang pangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan;
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5§

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan;

b. menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

c. menyelenggarakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan
pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan,
distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan;

d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan

' pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

e. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan,
distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan;

f. pengguna anggaran dinas;

pengguna barang dinas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

5 o

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan dinas dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, evaluasi, dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretariat mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, peralatan kantor, urusan
rumah tangga dinas, dan pengarsipan untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
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(1)

(2)

kegiatan di lingkungan dinas;
c. melaksanakan penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan
tatalaksana, evaluasi, dan pelaporan;

d. merumuskan, mengkaji, dan, merencanakan program dan kegiatan
kesekretariatan; '

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan
kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor;

f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
dinas;

melaksanakan pengelolaan barang/kekayaan milik daerah;

mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;

mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

%o. [ :J-Aqq

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 7

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.
Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan perlengkapan di bidang umum meliputi pengelolaan
administrasi kepegawaian, humas, organisasi dan tata laksana,
ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan dinas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) adalah :

a. menyusun perencanaan dan progam Sub Bagian Umum,;

b. menyusun dan pengolahan data kepegawaian;

¢. mengerjakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan
pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;

d. melakukan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan
masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar,
pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;

€. menyusun bahan pembinaan disiplin pegawai;

f. melakukan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta
pemberhentian pegawai;

g melakukan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;

h. menyusun bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan per
undang-undangan;

i. melakukan penerimaan, pendistribusian. dan pengiriman surat-
surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;

j. melakukan penggandaan naskah dinas;

k. melakukan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;

l. melakukan pengelolaan hubungan masyarakat dan
pendokumentasian;

m. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan
rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor,
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(1)

(2)

(3)

(1)

ndaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan

keamanan kantor;

n. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum;

0. menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

p. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan meliputi penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan Dbelanja dinas, verifikasi,
perbendaharaan, serta . penyusunan pertanggung jawaban keuangan
dinas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah :

a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. melakukan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;

c. melakukan menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran
uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat
perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran
langsung gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya;

d. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban;

e. mengerjakan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan
keuangan;

f. melakukan penyimpanan dan memelihara dokumen keuangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;

i. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Pasal 9
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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(3)

(1)

(2)

(3)

Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan

dan distribusi pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi:

a. melaksanakan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan
distribusi pangan;

b. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di

~ bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

c. melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan
distribusi pangan;

d. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang
ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

e. melaksanakan penyiapan pemantapan program di bidang
ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di
bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Ketersediaan Pangan
Pasal 10

Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

dalam melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan,
dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur
pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.

Penjabaran tugas Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan
pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya
ketahanan pangan lainnya;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam
rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;

c. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan
pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya
ketahanan pangan lainnya;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur
pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;

e. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan
makanan; :

f. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan
harapan ketersediaan pangan;

g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi
ketersediaan pangan;
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(1)

(2)

(1)

(2)

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan
pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya
ketahanan pangan lainnya;

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan
pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
dan

J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Distribusi Pangan
Pasal 11
Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,
pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan.

Penjabaran tugas Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah : ' '

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan
harga pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga
pangan,

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;

d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan
distribusi pangan;

e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat
produsen dan konsumen untuk panel harga;

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan
harga pangan;

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan; dan

j- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Kerawanan Pangan
Pasal 12
Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,
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(3)

(1)

(2)

(3)

pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan dan kerawanan

pangan.

Penjabaran tugas Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan
penanganan kerawanan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan
penanganan kerawanan pangan;

¢. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan
pangan;

d. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan

daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);

melakukan penyiapan pemanfaatar cadangan pangan daerah; -

melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem

kewaspadaan pangan dan gizi;

melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan

pangan daerah;

i. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan
pangan dan penanganan kerawanan pangan;

j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan
pangan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

= R

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Pasal 13

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemberian pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi di

bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

a. melaksanakan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan
pangan,;

b. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di
bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

c. melaksanakan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan
pangan;

d. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi
pangan dan keamanan pangan;

¢. melaksanakan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan
keamanan pangan;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di
bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
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(1)

(2)

(3)

(1)

g melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Pasal 14

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan
Pangan.

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman
konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

Penjabaran tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan
lokal;

b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi
penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan
lokal;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan
dan pengembangan pangan lokal;

d. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang
beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis sumber daya lokal,;

e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan
non beras dan non terigu;

f. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah,
swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman
konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

g melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;

h. melakukan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan
edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;

i. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi
penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan
lokal;

j- melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan
dan pengembangan pangan lokal; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Konsumsi Pangan
Pasal 15

Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
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(3)

(1)

(2)

(3)

dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,

pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Penjabaran tugas Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan di bidang konsumsi pangan;

d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per
komoditas per kapita per tahun,;

e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan
protein masyarakat per kapita per tahun;

f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk
ketahanan pangan keluarga;

g melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi
pangan;

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi
pangan; '

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan

j- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 '
Seksi Keamanan Pangan
Pasal 16

Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,
pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

Penjabaran tugas Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah : .

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama
dan informasi keamanan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama
dan informasi keamanan pangan;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan
keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar
yang beredar;

€. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan
pangan segar;

f. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah;
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(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

.

g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi
keamanan pangan;

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama
dan informasi keamanan pangan;

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan
keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
dan :

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 17

Pada dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 18

Pada dinas dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam kelompok
jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. :

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pada masing-masing satuan organisasi dan
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas
maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Setiap satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengawasi
bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Setiap pimpinan pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan
dinas  bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya, memberi bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahannya.

Setiap pimpinan pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan
dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab

kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada
waktunya.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Padang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor Ketahanan Pangan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 50) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
| Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 VovemGer 2016

OTA PADANG,

MAHYELDI
Diundangkan di Padang
pada tanggal ;19 NMovem e 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR %§
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